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 Media komunikasi yang digunakan oleh Satbrimob harus 
sesuai dengan keperluan operasional, tidak boleh ada 
penyalahgunaan alat konumikasi yang digunakan, fasilitas alat 
komunikasi masih banyak kekurangan. 
Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:Untuk mengetahui 
dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban Anggota 
Brimob  Urusan Komunikasi Satbrimob. Untuk mengetahui 
dan menganalisis mengenai Hambatan yang dihadapi Anggota 
Brimob yang bertugas bagian urusan Komunikasi di 
Satbrimob. Metode penelitian diperlukan guna 
mengumpulkan sejumlah bahan penelitian. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif 
yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau 
dogma-dogma. Hasil Penelitian, Dalam melaksanakan tugas 
operasi kepolisian, Brimob berperan sebagai back up satuan 
kewilayahan, pemberian bantuan kekuatan, komando dan 
pengendalian berada kesatuan wilayah sebagai pengguna. 
Pada kegiatan kepolisian, personel Brimob diarahkan pada 
sasaran kegiatan rutin dalam rangka persiapan dan 
peningkatan kemampuan menangani jihandak, huru hara, 
pencarian dan penyelamatan dan kemampuan mengatasi 
teror. Sedangkan pada operasi kepolisian dilaksanakan dalam 
bentuk pola operasi kewilayahan yakni berperan serta dalam 
operasi kepolisian terhadap bentuk-bentuk gangguan 
Kantibmas yang meresahkan masyarakat terutama kontijensi 
yang bersifat lokal di wilayah dan operasi kewilayahan secara 
terpusat khususnya terhadap ancaman yang berskala nasional 
maupun internasional. 
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ABSTRACT 
 

The communication media used by the Mobile Brigade Corps (Satbrimob) must be 
appropriate for operational purposes. There must be no misuse of communication devices, as 
communication facilities are still lacking.The purpose of this research is: To determine and 
analyze the accountability of Brimob members in the Mobile Brigade Corps (Satbrimob) 
Communications Division. To determine and analyze the obstacles faced by Brimob members 
assigned to the Communications Division within the Mobile Brigade Corps (Satbrimob). A 
research method is needed to gather research materials. The research method used is a 
normative juridical research method, where law is conceptualized as norms, rules, principles, 
or dogmas. Research findings: In carrying out police operations, Brimob acts as a backup unit 
for regional units, providing support, command, and control within the regional unit as the 
user. In police activities, Brimob personnel are directed towards routine activities in 
preparation and improving their capabilities in handling jihad, riots, search and rescue, and 
counter-terrorism. Meanwhile, police operations are carried out in the form of regional 
operational patterns, namely participating in police operations against forms of public order 
disturbances that disturb the community, especially local contingencies in the region and 
centralized regional operations, especially against threats on a national and international 
scale. 

 
 
PENDAHULUAN 

Satuan Brimob adalah salah satu satuan dalam Polri yang memiliki tugas dan 
fungsi dalam menangani gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dengan 
intensitas tinggi. Gangguan keamanan yang tidak dapat ditangani oleh polisi biasa. 
Oleh karena itu, satuan brimob memiliki personil yang dilatih secara khusus untuk 
disiapkan dalam menangani gangguan keamaman berintensitas tinggi atau 
berpotensi melemahkan stabiltas negara.1 

Brimob memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan keamanan 
dan ketertiban negara, tidak semua satuan diberikan tanggung jawab yang sama, 
karena brimob mendapat pelatihan dan fasilitas khusus. Brimob terbagi dalam 
pasukan pelopor dan gegana. Kedua pasukan ini memliki tugas dan fungsi yang lebih 
spesifik.2  

Satuan brimob sebagai pelaksana tugas dalam pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban mendapat fasilitas sarana penunjang untuk memudahkan pelaksaan tugas 
tersebut, sehingga hasil yang dicapai dari impelemntasi tugas dan fungsi menjadi 
efektif. Salah satu fasilitas yang dapat digunakan adalah media komunikasi seperti 
HT, komputer, HP, dan lain-lain. Alat komunikasi saat operasional sangat mendukung 
keberhasilan personil dalam melaksanakan tugas, jika alat komunikasi bermasalah 
atau dapat disadap maka sistem komunikasi menjadi rusak maka pada personil tidak 

 
1 HANANTO, Dwi, et al. Upaya Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman oleh Korps Brimob 
Melalui patroli dan Penegakan Hukum di Tempat Berdasarkan Kebijaksanaan Kepolisian. Karimah 
Tauhid, 2025, 4.4: 2441-2450. 
2 PURWANTO, Bimo Gadang, et al. Tugas dan Fungsi Korp Brimob Polri dalam Melaksanakan dan 
Menggerakan Anggotanya Sebagai Satuan Pamungkas Polri (Striking Force) Berdasarkan Undang-
Undang No 2 Tahun 2002. Karimah Tauhid, 2024, 3.3: 3319-3337. 
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dapat berkomunikasi dengan baik yang pada akhirnya dapat membahayakan 
personil yang bertugas3.  

Alat komunikasi yang digunakan oleh personil harus berfungsi dengan baik, 
tidak mudah disadap, dapat merekam komunikasi dan harus sesuai dengan standar 
yang ditetapkan oleh pemerintah dan Polri.  

Media komunikasi yang digunakan oleh Satbrimob harus sesuai dengan 
keperluan operasional, tidak boleh ada penyalahgunaan alat konumikasi yang 
digunakan, fasilitas alat komunikasi masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengkaji penggunaan media 
komunikasi dalam perspektif hukum yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang melakukan   
pendekatan kualitatif yang melihat dan menganalisis norma-norma hukum 
(normatif-analisis) dalam peraturan perundang-undangan yang ada.4 Metode 
penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau 
kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode 
penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, 
penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data 
serta kesimpulan penelitian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Hukum Peranan Anggota Brimob Polri dalam Pelaksanaan Urusan 
Komunikasi untuk Mendukung Tugas Operasional Satbrimob. 

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara, maka dalam pelaksaan tugas 
operasional harus ada komando dari atasan sesuai dengan tingkatan yang ada pada 
satuan.5 

Jaringan telekomunikasi radio Polri meliputi komunikasi point to point, 
komunikasi via repeater konvensional dan via repeater trunking baik secara lokal 
area maupun wide area yang terintegrasi dalam satu jaringan dan dikontrol oleh 
sistem Master Switch Office (MSO) yang berada di Polda. Jaringan komunikasi di-
setting bekerja pada frekuensi sekitar 800 MHz.6 

Peralatan komunikasi yang membangun jaringan komunikasi radio Polri 
berbasis software programing, antara lain terdiri dari Handy Talky ATS 2500, ATS 
2500i, APX 1000, APX 1000i, radio fixed, radio mobile, repeater konvensional, 
repeater trunking dan repeater mobile. Dalam melaksanakan tugas operasi 

 
3 NADI, CHAIDIR, et al. EKSISTENSI SATUAN BRIMOB POLDA JAMBI DALAM PENANGGULANGAN 
TINDAK PIDANA TEORISME. 2023. PhD Thesis. Universitas BATANGHARI Jambi. 
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, Hlm. 5. 
5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan 
Huru-Hara 
6 RASLIN, Harvin. Evaluasi Mutu Alat Komunikasi Polri dan Penggelarannya untuk Mendukung 
Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024. Jurnal Litbang Polri, 2024, 
27.1: ; 55-73. 
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kepolisian, Brimob berperan sebagai back up satuan kewilayahan, pemberian 
bantuan kekuatan, komando dan pengendalian berada kesatuan wilayah sebagai 
pengguna.7 Pada kegiatan kepolisian, personel Brimob diarahkan pada sasaran 
kegiatan rutin dalam rangka persiapan dan peningkatan kemampuan menangani 
jihandak, huru hara, pencarian dan penyelamatan dan kemampuan mengatasi 
teror. Sedangkan pada operasi kepolisian dilaksanakan dalam bentuk pola operasi 
kewilayahan yakni berperan serta dalam operasi kepolisian terhadap bentuk-
bentuk gangguan Kantibmas yang meresahkan masyarakat terutama kontijensi 
yang bersifat lokal di wilayah dan operasi kewilayahan secara terpusat khususnya 
terhadap ancaman yang berskala nasional maupun internasional.8  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tugas yang dijalankan 
personel Brimob yang menjalani penugasan operasi atau BKO ke daerah konflik 
sangat berat. Beban kerja yang tinggi akan sangat tergantung pada kemampuan dan 
keterampilan personel dalam mengatasi permasalahan konflik di daerah, kondisi 
fisik, usia, dan masa kerja personel. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 
dihadapi personel Brimob dalam menjalankan penugasan operasi atau BKO ke 
daerah konflik maka dibutuhkan penguatan fungsi manajerial pada aspek 
perencanaan dan di dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM), fungsi 
operasional guna mendukung keberhasilan penangangan gangguan keamanan dan 
ketertiban masyarakat di daerah konflik. 
 
Analisis Hambatan yang dihadapi Oleh Anggota Brimob Polri yang Bertugas 
dibidang Komunikasi. 

Hambatan merupakan keadaan yang membuat suatau kegiatan menjadi 
tidak lancar, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu juga dengan 
penggunaan alat komunikasi dalam operasional Barimob. Adapun hambatan yang 
ditemui dalam penggunaan alat komunikasi saat operasional yaitu: 

1. Penggunaan Hand Talk dalam jarak jauh 
2. Jaringan di daerah operasional yang kurang bagus 
3. Kesulitan menyadap komunikasi musuh. 
Operasi Kewilayahan POLRI adalah operasi yang dilaksanakan oleh satuan- 

satuan operasional POLRI di wilayah kerjanya untuk memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Operasi Kewilayahan POLRI meliputi berbagai 
kegiatan, seperti patroli, razia, pengamanan kegiatan masyarakat, dan penegakan 
hukum. Guna optimalisasi operasi kewilayahan, Personel Resimen II Pasukan 
Pelopor Polri dianggap sebagai elemen penting sumber daya manusia perlu 
ditingkatkan kapasitasnya melalui capacity buliding.  

Secara umum kondisi penggunaan alat komunikasi radio Polri menunjukkan 

 
7 AGITIA, Gefri; BASIR, Basir; HANDAYANI, Riska Sri. Optimalisasi Fungsi Brimob Melalui Capacity 
Building Bagi Anggota Brimob yang Menjalani Penugasan dalam Operasi Kewilayahan Polri. Jesya 
(Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 2024, 7.2: 1605-1616. 
8 KARTONO, Kartono; SUGANDAR, Ferry Anka; AZIS, Abdul. Peranan Polres Tangerang Selatan dalam 
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Kasus pada Polres Tangerang Selatan Tahun 
2015-2017). Pamulang Law Review, 2020, 1.2: 159-174. 
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variasi tergantung lokasi geografisnya.9 Di luar Pulau Jawa, sistem konvensional 
lebih umum digunakan, sementara di Pulau Jawa mayoritas menggunakan sistem 
trunking. Namun, alokasi frekuensi yang terbatas di wilayah Pulau Jawa menjadi 
kendala untuk penambahan channal/site baru. Meskipun secara teknologi dan 
keamanan sebagian besar memenuhi kebutuhan, masih ada ketidakoptimalan 
dalam penggunaan. Kerusakan yang umum terjadi pada alat komunikasi seperti HT 
dan repeater disebabkan oleh faktor-faktor seperti penyimpanan yang tidak tepat 
dan faktor alam. Sementara personel Polri umumnya memiliki kemampuan dasar 
dalam mengoperasionalkan alat komunikasi, namun masih minim pengetahuan 
menengah dan lanjut serta pengalaman dalam pemeliharaan.  
 
KESIMPULAN  

1.  Terdapat kecenderungan untuk menggunakan alat komunikasi ringan 
seperti radio point to point, namun seringkali tidak memperhatikan aspek 
keamanan. Kendala administratif dan perawatan juga ditemukan, seperti 
data yang belum sinkron dan kesulitan memperoleh suku cadang. Untuk 
meningkatkan efektivitas penggunaan alat komunikasi radio Polri, perlu 
dilakukan peningkatan alokasi frekuensi, peningkatan pelatihan dan 
pengetahuan personel, serta perbaikan dalam pemeliharaan dan 
perawatan serta manajemen anggaran. 

2. Handy Talky (HT) merupakan alat komunikasi radio yang paling umum 
digunakan di wilayah, meskipun jumlahnya masih kurang untuk memenuhi 
kebutuhan semua satuan fungsi. Selain dari pengadaan Div TIK Polri dan 
Slog Polri, penggelaran HT dan alat komunikasi radio lainnya juga diperoleh 
dari beberapa pembina fungsi lainnya seperti Korlantas Polri, Baharkam 
Polri, dan Baintelkam Polri. Namun, kurangnya informasi dan koordinasi 
antara satuan fungsi menyebabkan kesulitan dalam pendataan HT, yang 
berdampak pada distribusi yang tidak merata dan rencana kebutuhan yang 
tidak tepat. Terbatasnya penggelaran alat komunikasi radio mengakibatkan 
menurunnya pelaksanaan kegiatan apel udara, dan penggunaan sistem 
trunking dianggap kurang efektif karena kurangnya penguasaan 
penggunaan alat komunikasi tersebut oleh personel Bid/Sie TIK. Selain itu, 
belum ada kesepahaman dalam persepsi dan pemahaman antara personel 
terkait perbedaan fungsi dan penggunaan antara HT dan HP, serta belum 
adanya kegiatan pembinaan teknis dan penyusunan SOP baku tentang 
pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi radio di wilayah Polres. 
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9 UTAMI, Diah. Media Dan Edukasi Bencana Terhadap Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Fungsi 
Edukasi Media Massa Terhadap Publik Pada Program Siaran Bersahabat Dengan Merapi Di Lpp Rri 
Yogyakarta). 2014. 
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